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TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANlA DAERAH

KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2011

BUPAn TAPIN,

a. bahwa daJam rangka keJancaran peJaksanaan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik serta untuk
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 A ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu melakukan
pengeluaran daerah mendahului penetapan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pengeluaran Daerah
Mendahului PenetapanPeraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Anggaran
Pendapatandan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2011.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah laut, Daerah lingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Sea Perolehan Hak Atas
Tanah dah Bangunan (ternbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih .dan Bebas dari Korupsi, Kolusi pan Nepotisme (Lembaran Negara
RepubUk Indonesia Tahun 1~99 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851); ,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang--Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentartg Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom~r 4503);

17. Peraturan Pemerintah Repul>lik Indonesia Nomor 54' Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan (embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang
slstern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); ,

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemelintah Nomor 6S Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangandan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pokok­
Pokok PengelolaanKeuanganDaerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenTapin Nemer
8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah KabupatenTapin;

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
PengelolaanKeuanganOaerahdalam PasaJ105 A

(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatah kepala daerah
melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar
seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat
tetap seperti belanja pegawai, .Iayanan jasa dan keperluan kantor sehari­
hari.

Menetapkan PERAnJRAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANlA DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2011.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah KabupatenTapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.



3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin yang
selanjutnya disingkat APBDadalah suatu rencana keuangan tahunan yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah KabupatenTapin.

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
Pimpinan DPRDadalah Ketua dan Wakil Ketua DPRDKabupatenTapin.

5. Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai
Anggota DPRD Kabupaten Tapin dan telah mengucapkan sumpah/janji
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengeluaran Daerah adalah Semua pengeluaran kas daerah dalam periode
tahun anggaran tertentu.

7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
KabupatenTapin.

8; pegawai TIdak Tetap ada/ah pegawai Non PNS yang ditunjuk dan atau
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas
tertentu di lingkungan Pemerintah KabupatenTapin.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja di lingkungan
Pemerintah KabupatenTapin yang pembentukannya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

BABII
BELANlA MENDAHULUI PENETAPAN PERAnJRAN DAERAH

Pasal 2

(1) Sebelum Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2011 ditetapkan, maka
untuk kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan
belanja yang sifatnya tetap mendahului penetapan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)Tahun Anggaran 2011, yang terdiri dari:
a. Belanja pegawai;

b. layanan jasa; dan

c. Keperluan kantor sehari-hari.

(2) Komponen belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Komponen belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan
kebutuhan riil yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

Pasal4

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupeten Tapln yang akan melakukan
permintaan belanja sebaqatmana dirnaksud dalam Pasal 2 terlebih dahulu
membuat rencana pengeluaran.



Pasal 5

Peraturan Bupati in; mula; berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Tapin tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran
2011 ditetapkan.

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenTapin.

Ditetapkan di Rantau
pada Ta gal 3 Januari 2011

~BUPA

Diundanqkan di Rantau
pa-da tan

OFt ADJ.M.Si
Pe-m n tama Muda
NIIP. 196010301980031 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2011 NOMOR02


